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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Pengaturan yuridis terkait manajemen pembinaan karier sumber daya manusia Polri telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Polri. Peraturan tersebut menegaskan prinsip meritokrasi, objektivitas, dan akuntabilitas sebagai landasan dalam promosi dan mutasi jabatan. Di lingkungan Polda Sumatera Utara, kerangka yuridis ini telah dijadikan acuan dalam menyusun sistem pembinaan karier, meskipun dalam praktiknya masih dijumpai tantangan dalam implementasi dan keselarasan norma dengan realitas di lapangan.
Implementasi manajemen pembinaan karier SDM di Polda Sumut telah dijalankan melalui beberapa mekanisme formal seperti penilaian kinerja berkala, program pelatihan, assessment center, serta sidang dewan pertimbangan karier (Wanjak). Sistem ini pada dasarnya telah mencerminkan semangat untuk membentuk personel yang profesional dan berintegritas. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi ketimpangan dan keterbatasan akses, khususnya di daerah terpencil atau pada unit non-struktural. Hal ini menandakan bahwa proses implementasi perlu diikuti dengan penguatan komunikasi internal dan transparansi sistem.
Kendala utama dalam optimalisasi pembinaan karier di Polda Sumut meliputi keterbatasan kuota jabatan, kurang meratanya distribusi pelatihan, serta masih adanya pengaruh hubungan personal dalam promosi jabatan. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan mencakup digitalisasi manajemen SDM, peningkatan kapasitas assessment, serta penerapan sistem coaching dan mentoring yang lebih personal. Pembinaan karier yang adil dan profesional terbukti memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan motivasi kerja, loyalitas institusional, dan profesionalisme anggota dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

B. Saran
1. Peningkatan Transparansi dan Akses Informasi Penilaian Karier
Polda Sumut perlu meningkatkan transparansi dalam proses pembinaan karier dengan memberikan umpan balik hasil evaluasi dan assessment secara langsung kepada anggota. Hal ini penting untuk mendorong motivasi, memperkuat kepercayaan internal, dan membantu personel memahami arah pengembangan karier mereka secara lebih terukur dan obyektif.
2. Pemerataan Peluang Pendidikan dan Pelatihan SDM
Untuk mewujudkan pembinaan karier yang adil, akses terhadap pelatihan dan pendidikan lanjutan harus diperluas ke seluruh jajaran, termasuk satuan kerja di wilayah terpencil. Polda Sumut dapat memanfaatkan teknologi digital seperti pelatihan daring (online learning) serta mengembangkan program regional training di tingkat polres atau polsek.
3. Penguatan Sistem Coaching dan Pembinaan Karier Individual
Diperlukan pendekatan pembinaan yang lebih personal melalui mekanisme coaching atau mentoring dari atasan langsung. Penerapan individual development plan secara berkala akan membantu anggota dalam merencanakan dan mengevaluasi jalur kariernya secara realistis dan terarah.
4. Pengawasan Internal dan Evaluasi Berkala
Polda Sumut hendaknya memperkuat pengawasan terhadap sistem pembinaan karier dengan pelibatan unit internal seperti Itwasda dan Propam secara aktif. Evaluasi berkala terhadap implementasi sistem promosi dan mutasi juga penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara regulasi dan pelaksanaannya di lapangan.
5. Penguatan Budaya Meritokrasi dan Etika Organisasi
Upaya optimalisasi pembinaan karier harus didukung oleh budaya organisasi yang menekankan meritokrasi, integritas, dan profesionalisme. Penanaman nilai-nilai etika dan penghargaan terhadap kinerja melalui sistem penghargaan yang obyektif akan mendorong terciptanya institusi kepolisian yang lebih adil, modern, dan dipercaya publik.
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